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PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGUN BITUNG

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bitung
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Bangun Bitung;

bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan
penyesuaian pada Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun
Bitung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung (Lembaran
Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGUN BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
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10.

11.

12.

Perusahaan Daerah Bangun Bitung yang selanjutnya disebut Perumda Bangun
Bitung adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah dimana seluruh modalnya
merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kota Bitung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.

Walikota adalah Walikota Bitung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kota Bitung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.

Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat KPM adalah organ Perumda Bangun Bitung yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam Perumda Bangun Bitung dan memegang segala
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bangun Bitung yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Bangun Bitung.

Direksi adalah organ Perumda Bangun Bitung yang bertanggung jawab atas
pengurusan Perumda Bangun Bitung untuk kepentingan dan tujuan Perumda
Bangun Bitung serta mewakili Perumda Bangun Bitung baik didalam maupun
diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pegawai merupakan pekerja Perumda Bangun Bitung yang pengangkatan,
pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan
perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai ketenagakerjaan.



13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perumda B"éngun Bitung, yang
berisikan ketentuan dasar atau pokok bagi Organ Perumda Bangun Bitung
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

14. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah
yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah,
bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya
yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.

15. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

16. Laba adalah Selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah
keseluruhan biaya dalam jangka waktu tertentu.

17. Kapitalisasi Cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari
cadangan.

18. Keuntungan Revaluasi Aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat
naiknya nilai aset.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

Nama dan Tempat Kedudukan;

Kegiatan Usaha;

Anggaran Dasar;

Modal;

Organ dan Kepegawaian;

Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya;
Perencanaan, Operasional dan Pelaporan;

Penggunaan Laba,;

Anak Perusahaan;

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Bangun Bitung;
Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum,;
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran;
Kepailitan,

Pembinaan dan Pengawasan; dan

Ketentuan Penutup.
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Pasal 3

Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Bangun Bitung adalah untuk :

a. membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan
daerah;

b. membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha
yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi
kepentingan daerah;

c. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna
meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitbilitas serta daya saing
perusahaan; dan

d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- Bagian Kesatu
Nama



Paragraf 1
Perubahan Nama

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Bangun
Bitung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung berubah namanya menjadi
Perumda Bangun Bitung.

(1)
(2)

(1)
(2)

Paragraf 2
Logo

Pasal 5

Logo Perumda Bangun Bitung ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Penetapan logo Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini
diundangkan. '

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 6

Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai
tempat kedudukan di Daerah.

Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus
merupakan Kantor Pusat Perumda Bangun Bitung.

BAB 1II
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Perumda Bangun Bitung menjalankan kegiatan sebagai berikut :
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usaha angkutan laut;

usaha angkutan darat;

usaha pelayanan jasa pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
usaha developer;

usaha jasa distributor bahan bakar minyak;
usaha perpakiran,;

usaha perbengkelan;

usaha penjualan tenaga listrik;

usaha penjualan gas bumi;

usaha batuan;

usaha jasa perdagangan,;

usaha pengadaan barang dan jasa;

. usaha jasa pariwisata;

usaha percetakan;

usaha perikanan;

usaha jasa terminal kayu,;

usaha jasa konsultan;

usah jasa electrical dan mekanik; dan
usaha lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IV
ANGGARAN DASAR



Pasal 8

Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Dasar Perumda Bangun Bitung

BAB V
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 9

Sumber modal Perumda Bangun Bitung terdiri atas :

no o

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(1)

(2)

penyertaan modal Daerah;
pinjaman;

hibah; dan

sumber modal lainnya.

Paragraf 1
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10
Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf a
dilakukan untuk :
a. pendirian Perumda Bangun Bitung; dan
b. penambahan modal Perumda Bangun Bitung.
Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
uang dan BMD.
BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat
BMD dijadikan penyertaan modal Daerah.
Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan
penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Bangun Bitung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditujukan untuk
memenuhi modal dasar.

Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah

Pasal 12
Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Bangun
Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan
untuk :
a. pengembangan usaha,;
b. penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah.
Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat
bersumber dari :

a.
b.

APBD; dan/atau
konversi dari pinjaman.



Pasal 14

Modal Perumda Bangun Bitung yang bersumber dari penyertaan modal Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan batas
pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Bangun Bitung.

Paragraf 2
Pinjaman

Pasal 15
Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat bersumber dari :

a. Daerah;
b. BUMD lainnya; dan/atau
c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Perumda Bangun Bitung dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman
dalam dunia usaha.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hibah

Pasal 17

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ dapat bersumber dari :

a. Pemerintah Pusat;

Daerah;

BUMD lainnya; dan/atau

sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

oo

Pasal 18
(1) Perumda Bangun Bitung dapat menerima hibah.
(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sumber Modal Lainnya

Pasal 19

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:
a. kapitalisasi cadangan; dan
b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 20

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan
keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.

(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan
keuangan Daerah.



Bagian Kedua
Besaran Modal Dasar

Pasal 21

Besaran Modal Perumda Bangun Bitung sebesar Rp. 19,635,233,228,- (sembilan
belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua
ratus dua puluh delapan rupiah) bersumber dari Pemerintah Kota Bitung.

BAB VI
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Organ
Pasal 22
(1) Pengurusan Perumda Bangun Bitung dilakukan oleh organ Perumda Bangun
Bitung. '
(2) Organ Perumda Bangun Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.
Pasal 23

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Bangun Bitung dalam 1 (satu) Daerah
dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis
lurus keatas, kebawah atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena
perkawinan. '

Paragraf 1
KPM

Pasal 24

(1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a pada Perumda
Bangun Bitung berkedudukan sebagai pemilik modal.

(2) KPM pada Perumda Bangun Bitung selaku pemilik modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil Keputusan.

(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :

perubahan Anggaran Dasar;

pengalihan aset tetap;

kerja sama;

investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan

dan/atau penyertaan modal;

penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi

cadangan dan keuntungan revaluasi aset;

pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;

penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;

penetapan besaran penggunaan laba;

pengesahan laporan tahunan; '

penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan

pembubaran Perumda Bangun Bitung; dan

k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah
kekayaan bersih Perumda Bangun Bitung dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih.
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(5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan.

(6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan berdasarkan :

a. target kinerja Perumda Bangun Bitung;

b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai
jenis bidang usaha; dan

c. laporan keuangan Perumda Bangun Bitung.

(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 sampai dengan ayat (6)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 25

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bangun Bitung apabila dapat

membuktikan :

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda
Bangun Bitung; dan/atau

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan
kekayaan Perumda Bangun Bitung secara melawan hukum.

Pasal 26
(1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan
usaha Perumda Bangun Bitung.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Bangun Bitung; dan

c. rapat luar biasa.

Pasal 27
(1) KPM mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
(2) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan calon anggota
Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM;
(3) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan,;
b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
c. tata cara pemberhentian.

Pasal 28
KPM menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas dan jumlah anggota Direksi.

Pasal 29
KPM menerima laporan pengawasan dari Dewan Pengawas.

Pasal 30
KPM menggunakan Laporan Pengurusan Tugas Akhir Masa Jabatan dari anggota
Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagai dasar pertimbangan untuk
memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota
Direksi.



Pasal 31

(1) KPM melaksanakan tugas pengawasan Perumda Bangun Bitung dalam hal
terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh
anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Bangun Bitung dilaksanakan
oleh KPM;

(3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Bangun Bitung untuk
membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Bangun Bitung sampai
dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif
paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak terjadinya kekosongan jabatan
anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32
KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas
dan anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan
kerugian pada Perumda Bangun Bitung, kecuali anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut
dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 33
KPM menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Paragraf 2
Dewan Pengawas

Pasal 34
Dewan Pengawas mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus
memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani,

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;

memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi
manajemen;

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan
bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon
wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
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